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This study aims to analyse the contribution of State Sukuk (SBSN) to the financing of
sustainable development in Indonesia within the framework of the Sustainable Development
Goals. The study employs a qualitative approach through a literature review and content
analysis of academic literature and official government reports. The results of the study indicate
that State Sukuk, as stipulated in Law No. 19 of 2008 on SBSN, has become a strategic
instrument in financing the State Budget. Through the Project-Based Sukuk scheme, funds are
allocated to tangible assets and real projects such as educational infrastructure, transport, and
public facilities that support the achievement of the SDGs, particularly SDG 4, SDG 7, and SDG
13. The issuance of Green Sukuk since 2018 has further strengthened the commitment to a
green economy and low-carbon development. Furthermore, from an economic perspective,
State Sukuk contribute to capital formation and the expansion of the investor base, whilst
socially they improve access to basic services and promote equitable development. The
implications of this research suggest that strengthening regulations, governance and Islamic
financial literacy is necessary to optimise the use of Government Sukuk as an instrument of
sustainable development in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Sukuk Negara (SBSN) terhadap pembiayaan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam kerangka Sustainable Development Goals
(SDGs). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis
konten terhadap literatur ilmiah serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Sukuk Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN
telah menjadi instrumen strategis dalam pembiayaan APBN. Melalui skema Project Based
Sukuk (PBS), dana dialokasikan pada aset berwujud dan proyek riil seperti infrastruktur
pendidikan, transportasi, dan fasilitas publik yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya
SDG 4, SDG 7, dan SDG 13. Penerbitan Green Sukuk sejak 2018 turut memperkuat komitmen
terhadap ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Selain itu, secara ekonomi, Sukuk
Negara berkontribusi pada pembentukan modal dan perluasan basis investor, juga secara
sosial meningkatkan akses layanan dasar serta pemerataan pembangunan. Implikasi
penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, tata kelola, dan literasi keuangan
syariah diperlukan untuk mengoptimalkan Sukuk Negara sebagai instrumen pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.
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1. PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu strategis dalam sistem keuangan modern yang
menuntut integrasi antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Atikah, 2024). Sejak
disepakatinya Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, setiap negara dihadapkan pada kebutuhan
pembiayaan yang besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan, serta transisi menuju energi bersih (Al-Fadhat & Savitri, 2023). Tantangan tersebut semakin
kompleks mengingat kebutuhan belanja negara yang terus meningkat, sementara ruang fiskal memiliki keterbatasan (Syafitri,
2026).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024 tumbuh
sebesar 5,03 persen berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (c-to-c). Capaian tersebut
merefleksikan ketahanan ekonomi domestik di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih berlangsung. Namun
demikian, Judijanto et al., (2025) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tersebut belum secara
otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks dan
multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan yang juga mampu memastikan distribusi manfaat yang
lebih merata serta menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang (Azizi et al., 2025).

Dalam dinamika tersebut, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hadir sebagai instrumen
pembiayaan berbasis syariah yang memiliki karakteristik unik dibandingkan obligasi konvensional (Harahap et al., 2025).
Secara konseptual, sukuk merepresentasikan kepemilikan atas manfaat aset atau proyek tertentu, sehingga mencerminkan
prinsip asset-backed financing dan keterkaitan langsung dengan sektor riil (Maharani et al., 2025). Prinsip ini sejalan dengan
teori keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir, sekaligus mendukung
terciptanya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (Sirait et al., 2026).

Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Fitri et al.,
2025). Hingga September 2023, jumlah outstanding Sukuk Negara mencapai 78 seri dengan nilai nominal sebesar Rp1.369,5
triliun. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, nilai outstanding tersebut meningkat sebesar 112,31%, sementara dari sisi
jumlah seri tumbuh sekitar 20%. Peningkatan pembiayaan melalui akad syariah juga terlihat dari proporsi utang pemerintah
yang diterbitkan dalam bentuk sukuk, yaitu mencapai 19,53% per September 2023, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang
sebesar 17,43% dari total utang negara (Kasri et al., 2024).
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Gambar 1. Garfik Jumlah dan Nilai Outstanding Sukuk Negara

Selain itu, berdasarkan laporan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 31 Agustus 2024, sebanyak
6.104 proyek infrastruktur telah didanai melalui Sukuk Negara (Tempo, 2024). Proyek-proyek tersebut juga menjangkau
wilayah terpencil yang relatif sulit terjangkau pembangunan (Komala et al., 2025). Lebih lanjut, Indonesia menjadi negara
pertama yang menerbitkan Green Sukuk pada tahun 2018 untuk membiayai proyek ramah lingkungan sekaligus mendukung
komitmen terhadap Paris Agreement dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
(Ihsan, 2025; lImi et al., 2026).

Meskipun penelitian mengenai Sukuk Negara telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan
dibandingkan studi terdahulu. Penelitian Atikah (2024) lebih berfokus pada efektivitas sukuk secara umum hingga tahun
2023, tanpa mengintegrasikannya dengan SDGs maupun data terkini hingga 2026. Sementara itu, penelitian Shalihah et al.,
(2026) lebih menekankan pada stabilitas ekonomi dan pengembangan pasar syariah domestik melalui diversifikasi instrumen
pembiayaan syariah. Kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji keterkaitan Sukuk Negara dengan agenda
SDGs, khususnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Oleh karena itu, research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan
kontribusi Sukuk Negara dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama setelah berkembangnya
penerbitan Green Sukuk sejak tahun 2018. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis kontribusi Sukuk Negara
terhadap proyek SDGs spesifik (SDG 4, 7, 13) dengan data outstanding hingga Rp1.369,5 triliun per September 2023 dan
penerbitan hingga 2026, termasuk evaluasi Green Sukuk pasca-2024 untuk implikasi keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kontribusi Sukuk Negara terhadap
pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sukuk Negara berperan dalam
mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat literatur mengenai kontribusi Sukuk

Negara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. TINJAUAN LITERATUR
Konsep Sukuk Negara (SBSN)

Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen keuangan syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dasar hukum penerbitan Sukuk Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang
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Surat Berharga Syariah Negara, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat berharga
dengan underlying asset yang berwujud. Konsep tersebut selaras dengan prinsip dasar keuangan syariah yang menekankan
keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil (Shalihah et al., 2026b). Dengan demikian, sukuk berperan dalam

memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Teori Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial,
dan lingkungan secara seimbang untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang (Depari, 2024). Teori tersebut pertama kali dipopulerkan dalam laporan Brundtland Report oleh World
Commission on Environment and Development yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan
yang berorientasi jangka panjang dan berkeadilan antar generasi. Selain itu, teori ini didukung oleh Sustainable Development
Goals (SDGs) yang mencakup berbagai tujuan strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan,
akses energi bersih, serta penanganan perubahan iklim (Harahap et al., 2025; Saifuddin et al., 2025).

Dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan, kebutuhan dana yang besar dan berkesinambungan tidak dapat
hanya mengandalkan penerimaan negara konvensional seperti pajak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi instrumen keuangan
yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan
konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang menekankan bahwa sistem keuangan harus mampu mendukung
pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial dan lingkungan (Marunta et al., 2025; Susilawati, 2025). Dengan
demikian, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kontribusi strategi pembiayaan yang

digunakan.

Skema Project Based Sukuk (PBS)

Project Based Sukuk (PBS) merupakan salah satu bentuk implementasi Sukuk Negara yang secara khusus
digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dalam skema ini, dana yang diperoleh dari penerbitan
sukuk dialokasikan secara langsung pada proyek tertentu yang telah ditetapkan dalam APBN, seperti pembangunan
infrastruktur transportasi, pendidikan, dan fasilitas publik (Salim, 2024). Karakteristik utama PBS terletak pada keterkaitannya
yang jelas dengan aset atau proyek berwujud. Investor dapat mengetahui secara spesifik proyek apa yang dibiayai, sehingga
meningkatkan kepercayaan terhadap instrumen tersebut. Selain itu, PBS juga menerapkan prinsip efisiensi dalam
pengelolaan keuangan negara karena dana yang dihimpun langsung digunakan untuk kegiatan produktif (Yunilhamri &
Suryadi, 2026). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, PBS memiliki peran strategis karena pemerintah dapat
mengarahkan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki dampak jangka panjang (Amaliyah et al., 2023). Dengan

demikian, PBS berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mencapai target pembangunan nasional dan global.

Teori Green Sukuk

Teori Green Sukuk merupakan inovasi dalam instumen keuangan syariah yang menggabungkan prinsip sukuk
dengan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerbitan Green Sukuk harus memenuhi kriteria tertentu,
termasuk transparansi penggunaan dana dan pelaporan dampak lingkungan secara berkala. Hal tersebut bertujuan untuk
memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk kegiatan yang mendukung keberlanjutan (Sari &

Samsuri, 2025). Selain itu, Green Sukuk juga mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian
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dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, integrasi antara prinsip syariah dan keberlanjutan
menjadikan Green Sukuk sebagai instrumen yang relevan dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan

degradasi lingkungan (Annisa & Judijanto, 2026).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan analisis
konten. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kebijakan fiskal dan instrumen keuangan syariah
secara lebih mendalam (Hasna, 2024). Menurut Nurhayati et al. (2024), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami
makna, konteks, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, Sukuk Negara dipahami
sebagai instrumen pembiayaan dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda keberlanjutan.

Menurut Judijanto et al. (2024), studi literatur berfungsi sebagai strategi penelitian untuk mengintegrasikan temuan
dari berbagai publikasi iimiah dan dokumen kebijakan secara sistematis. Sejalan dengan itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan studi literatur guna menganalisis perkembangan Sukuk Negara dan kontribusinya terhadap pembiayaan
pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sari et al. (2025) yang
menyatakan bahwa kajian literatur sistematis berfungsi membangun kerangka konseptual dan menemukan celah penelitian
melalui integrasi sumber iimiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi artikel iimiah, laporan tahunan
pemerintah, serta berbagai laporan resmi terkait penerbitan Sukuk Negara dari sumber nasional maupun internasional. Selain
itu, publikasi internasional mengenai sukuk dan keuangan berkelanjutan juga dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran
mengenai praktik terbaik (best practices) dari negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sukuk sebagai
instrumen pembiayaan pembangunan. Mulyana et al. (2024) menjelaskan bahwa analisis dokumen dalam penelitian kualitatif
merupakan strategi yang efektif karena mampu menghadirkan analisis secara mendalam serta sistematis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik seperti Scopus, Web
of Science, dan Google Scholar, serta portal resmi pemerintah (Aisyah et al., 2025). Penelusuran literatur dilakukan
menggunakan kata kunci seperti “Sukuk Negara®, “SBSN”, “Green Sukuk”, “SDGs”, “Islamic finance”, dan “sustainable
development”. Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi berupa artikel iimiah dan laporan resmi yang relevan dengan topik
penelitian serta dipublikasikan pada periode 2021-2026. Adapun kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak relevan, tidak
kredibel secara ilmiah, dan bersifat duplikatif. Berdasarkan penelusuran awal diperoleh 66 artikel dan dokumen, kemudian
dilakukan screening dan reduksi data sehingga terpilih 50 sumber utama yang digunakan dalam penelitian. Proses reduksi
dilakukan secara bertahap guna memastikan relevansi dan kualitas akademik sumber yang digunakan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten kualitatif, yang bertujuan mengidentifikasi
tema, pola, dan hubungan antar-konsep dalam literatur yang dikaji (Nurhayati et al., 2024). Dalam penelitian ini, analisis
difokuskan pada beberapa dimensi utama, yaitu: (1) aspek regulasi dan tata kelola Sukuk Negara; (2) efektivitas pembiayaan
terhadap proyek berorientasi SDGs; (3) dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan; serta (4) integrasi prinsip keuangan syariah

dengan kerangka pembangunan berkelanjutan.
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Gambar 2. Kerangka Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Regulasi dan Tata Kelola Sukuk Negara

Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk
menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan (Arizona & Yusuf, 2025). Secara teknis, pengelolaan dan penerbitan sukuk
berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko (DJPPR) (Febriyanti, 2025). Perkembangan tata kelola sukuk diperkuat melalui prinsip transparansi dan
akuntabilitas, terutama pada Green Sukuk, dengan penyusunan Green Sukuk Framework yang mengacu pada standar
International Capital Market Association melalui Green Bond Principles, serta menerbitkan Green Sukuk Allocation and Impact
Report sebagai bentuk pelaporan berkala atas penggunaan dana (use of proceeds) dan dampak lingkungan terukur, seperti
estimasi penurunan emisi CO, dan kapasitas energi terbarukan terpasang (Fadillah et al., 2025; Wardani & Sinambela, 2025).
Mekanisme ini mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan memperkuat kredibilitas sukuk
Indonesia di pasar global (Pertiwi et al., 2025).

Selain pada skala nasional, pengalaman negara lain yang lebih dahulu mengembangkan sukuk juga memberikan
gambaran best practices dalam aspek regulasi dan tata kelola (Khoirudin, 2025). Malaysia, misalnya, membangun kerangka
regulasi terintegrasi antara otoritas pasar modal dan dewan penasihat syariah nasional, juga mengembangkan Sustainable
and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework. Model tersebut menekankan standardisasi struktur akad, payung
hukum, dan insentif fiskal penerbit, sehingga pasar sukuk tumbuh stabil dan likuid. Sementara itu, Uni Emirat Arab, khususnya
Dubai, mengembangkan ekosistem sukuk berbasis pusat keuangan global dengan dukungan regulasi yang adaptif dan
struktur Special Purpose Vehicle (SPV) yang transparan (Ali et al., 2022). Sejalan dengan itu, Arab Saudi mengintegrasikan
penerbitan sukuk secara konsisten dalam strategi fiskal jangka menengah dan agenda transformasi ekonomi nasional “Saudi
Vision 2030” guna membentuk benchmark yield curve, meningkatkan prediktabilitas pasar, serta memperluas partisipasi
investor (Cintya & Alifa, 2025).
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Untuk memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dalam pengembangan sukuk berbasis pembangunan

berkelanjutan, berikut disajikan perbandingan tata kelola dan strategi pengembangan sukuk di beberapa negara yang telah

lebih dahulu mengembangkan instrumen keuangan syariah.

Tabel 1. Perbandingan Tata Kelola dan Pengembangan Sukuk di Berbagai Negara

Negara Fokus Strategi Regulasi dan Kontribusi terhadap
Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan
Project Based Sukuk | Regulasi berdasarkan UU No. 19 Mendukung pembiayaan infrastruktur,
| . (PBS) dan Green Tahun 2008 tentang SBSN serta pendidikan, transportasi, dan proyek
ndonesia .
Sukuk. pengelolaan proyek berbasis aset SDGs.
negara.
Sustainable and Integrasi otoritas pasar modal dan Mendorong pertumbuhan pasar sukuk
Malaysia Responsible dewan penasihat syariah nasional, | yang stabil dan mendukung investasi
Investment (SRI) standardisasi akad, serta insentif berkelanjutan.
Sukuk. fiskal.
Sukuk berbasis pusat | Regulasi adaptif dan penggunaan Memperkuat daya tarik investasi
United Arab Emirates | keuangan global. Special Purpose Vehicle (SPV) internasional dan efisiensi pasar
yang transparan. keuangan syariah.
Sukuk sebagai bagian | Integrasi sukuk dalam Saudi Vision | Mendukung transformasi ekonomi
Saudi Arabia strategi fiskal 2030 dan pembentukan benchmark | nasional dan memperluas partisipasi
nasional. yield curve. investor.

Berdasarkan Tabel 1, Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengembangan Sukuk Negara,
khususnya melalui PBS dan Green Sukuk. Namun demikian, pengalaman Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi
menunjukkan bahwa penguatan regulasi, standardisasi tata kelola, serta integrasi sukuk dalam strategi pembangunan jangka
panjang menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing pasar sukuk. Pembelajaran dari praktik-praktik
terbaik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola sukuk ditentukan juga oleh konsistensi regulasi, transparansi
pelaporan, integrasi dengan strategi pembangunan nasional, serta penguatan pasar sekunder. Indonesia dapat
mengkombinasikan antara dasar hukum yang kuat, pelaporan dampak yang terukur, dan komitmen terhadap pembiayaan
hijau menempatkan Sukuk Negara sebagai instrumen strategis yang semakin matang dalam mendukung pembangunan

berkelanjutan.

Efektivitas Pembiayaan terhadap Proyek Berorientasi SDGs
Efektivitas pembiayaan Sukuk Negara terhadap proyek berorientasi SDGs dapat dilihat dari perkembangan nilai

outstanding dan kontribusinya dalam struktur pembiayaan APBN (Putri & Rohmayanti, 2025). Berdasarkan keterangan resmi
DJPPR, hingga Maret 2024 jumlah penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp2.590 triliun. Penerbitan tersebut dilakukan
melalui beberapa mekanisme, yaitu lelang, book building, dan private placement, sebagai bagian dari strategi pembiayaan
negara berbasis syariah dalam pembiayaan pembangunan nasional (Saptati, 2024). Dari sisi implementasi proyek, skema
Project Based Sukuk (PBS) menjadi mekanisme yang secara langsung menghubungkan pembiayaan dengan aset dan
kegiatan pembangunan riil. Sejak pertama kali diterapkan pada 2013, PBS telah membiayai ribuan proyek yang tersebar di
berbagai kementerian dan lembaga. Skema ini memastikan bahwa dana yang dihimpun melalui sukuk benar-benar dikaitkan
dengan underlying asset yang jelas dan teridentifikasi dalam APBN (Musari, 2024).

Kontribusi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang
dicanangkan oleh United Nations. Pembiayaan infrastruktur pendidikan melalui PBS sejalan dengan temuan Ali et al., (2025)
yang menyatakan bahwa instrumen tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui

perluasan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Penerbitan Green Sukuk sejak
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2018 memperkuat orientasi pembiayaan terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Penanganan
Perubahan Iklim). Hingga 2024, total penerbitan Green Sukuk Indonesia, baik di pasar global maupun domestik. Dana
tersebut dialokasikan untuk proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, efisiensi energi
pada bangunan pemerintah, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, serta program ketahanan terhadap perubahan
iklim (Jannah, 2025). Sejalan dengan itu, Musari (2024) menyebutkan bahwa proyek-proyek tersebut berkontribusi terhadap
penurunan emisi gas rumah kaca dalam skala jutaan ton CO, ekuivalen secara kumulatif serta peningkatan kapasitas energi
terbarukan terpasang di berbagai daerah.

Efektivitas pembiayaan sukuk juga tercermin dari sisi permintaan investor. Beberapa seri Sukuk Ritel dan Sukuk
Tabungan dalam beberapa tahun terakhir mengalami kelebihan permintaan atau oversubscription (Lubis et al., 2024).
Tingginya minat ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen syariah negara yang relatif aman, berbasis
aset, dan memberikan imbal hasil kompetitif. Selain memperluas partisipasi investor ritel, kondisi ini turut memperkuat
ketahanan pembiayaan negara dengan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan memperdalam pasar
keuangan syariah nasional (Maharani et al., 2025).

Secara keseluruhan, data peningkatan outstanding, keterhubungan langsung dengan proyek riil melalui PBS, alokasi
terukur pada sektor hijau melalui Green Sukuk, serta stabilitas permintaan investor menunjukkan bahwa Sukuk Negara telah
berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian agenda
pembangunan berkelanjutan. Sukuk berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan stabilitas makroekonomi,

pembangunan infrastruktur, dan komitmen terhadap transisi menuju ekonomi hijau.

Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Dari sisi ekonomi makro, dampak Sukuk Negara tercermin pada kualitas struktur pertumbuhan tersebut. Struktur
PDB Indonesia pada tahun 2024 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga (sekitar 54-55 persen), sementara
komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi lebih dari 29 persen terhadap PDB. Porsi
investasi yang cukup besar ini menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai motor pertumbuhan.
Pembiayaan melalui Sukuk Negara, khususnya skema Project Based Sukuk (PBS), berkontribusi pada belanja modal
pemerintah yang mendorong pembentukan aset tetap seperti jalan, bendungan, jalur kereta, dan fasilitas publik lainnya
(Salim, 2024).

Dari aspek sosial, pembiayaan berbasis sukuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses layanan dasar,
khususnya melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Melalui PBS, pemerintah
membiayai pembangunan sarana pendidikan di wilayah terpencil yang mendukung pemerataan akses pendidikan. Perbaikan
infrastruktur pendidikan tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, kapasitas daya tampung
peserta didik, serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang lebih layak (Sari & Firmadi, 2025). Selain itu,
pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, dan bandara yang didanai PBS turut memperlancar mobilitas
masyarakat menuju fasilitas layanan publik lainnya. Dalam jangka panjang, berbagai pembangunan tersebut berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indonesia yang pada tahun 2024 telah berada di atas angka 74 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
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Selain pendidikan, proyek-proyek infrastruktur air dan bendungan yang dibiayai PBS juga memiliki dimensi sosial
yang kuat karena mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku bagi masyarakat. Infrastruktur tersebut
mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga
petani (Dhamayanti & Sarpini, 2025). Dampak sosial ini menunjukkan bahwa Sukuk Negara berkontribusi pada pembangunan
yang lebih inklusif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu dalam dimensi lingkungan, Green Sukuk
berperan dalam mendorong pembiayaan proyek-proyek rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Proyek energi
terbarukan yang dibiayai, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air, mendukung peningkatan bauran energi baru
terbarukan nasional. Selain sektor energi, pembiayaan juga diarahkan pada transportasi berkelanjutan dan pengelolaan
limbah (Aminin & Khayati, 2025; Sa’idah et al., 2025).

Integrasi Prinsip Keuangan Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

Sukuk Negara merepresentasikan pertemuan antara prinsip-prinsip keuangan syariah dan kerangka pembangunan
berkelanjutan modern (D. N. N. Harahap et al., 2025). Dalam sistem keuangan Islam, transaksi harus berbasis pada aset
berwujud (underlying asset) serta terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan).
Sebagai instrumen yang berlandaskan prinsip syariah, Sukuk Negara memiliki pijakan normatif yang kuat dalam ajaran Islam.
Salah satu prinsip fundamental dalam sistem keuangan Islam adalah larangan riba sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an
dalam Surah Al-Bagarah ayat 275. Selain larangan riba, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang
adil agar tidak terjadi konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu saja. Prinsip pemerataan dan keadilan sosial ini menjadi
dasar etika ekonomi Islam yang relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan modern (Imtinan et al., 2024). Hal
tersebut ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-
orang kaya saja.

Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: “Allah akan menolong hamba-Nya
selama hamba itu menolong saudaranya” (HR. Muslim dari AbT Hurairah). Hadis ini kerap dijadikan dasar etika sosial dalam
muamalah, bahwa setiap aktivitas ekonomi harus bermaslahat (Mangunsong, 2025). Regulasi kesesuaian syariah Sukuk
Negara ditegaskan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa No. 69/DSN-
MUI/VI/2008 tentang SBSN dan fatwa-fatwa terkait akad ijarah, mudharabah, dan wakalah yang menjadi struktur dasar sukuk.
Jika dikaitkan dengan konsep magasid al-syarT'ah, Sukuk Negara dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung lima
tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan
harta (hifz al-mal). Pembiayaan infrastruktur pendidikan melalui PBS mendukung penjagaan akal (hifz al-‘agl) karena
meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan bendungan dan infrastruktur air mendukung penjagaan jiwa (hifz al-nafs)
melalui ketahanan pangan dan ketersediaan air. Sementara itu, pengelolaan fiskal yang transparan dan berbasis aset
mendukung penjagaan harta (hifz al-mal).

Integrasi dengan pembangunan berkelanjutan semakin nyata melalui penerbitan Green Sukuk yang selaras dengan
prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan agenda United Nations SDGs. Dalam perspekif Islam, tanggung
jawab terhadap lingkungan sejalan dengan konsep khalifah fi al-ard (manusia sebagai khalifah di bumi) sebagaimana

tercantum dalam Surah Al-Bagarah ayat 30.
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Konsep tersebut diterjemahkan secara praktis melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan menggunakan
Green Sukuk, seperti pembangunan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta proyek efisiensi
energi. Proyek-proyek tersebut berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon (CO2) melalui pengurangan penggunaan
energi berbasis fosil dan peningkatan pemanfaatan energi bersih. Maka dari itu, penerbitan Green Sukuk mencerminkan
implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan negara serta menjadi bentuk nyata tanggung jawab ekologis
dalam Islam yang diwujudkan melalui upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Model pembiayaan sukuk pada dasarnya menawarkan pendekatan yang lebih terhubung dengan sektor riil karena
didasarkan pada aset nyata dan proyek produktif. Artinya, dana yang dihimpun benar-benar dialokasikan untuk membiayai
infrastruktur atau kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Keterkaitan langsung antara pembiayaan dan aset riil tersebut
mendorong terciptanya disiplin fiskal. Dengan demikian, terdapat jaminan bahwa pembiayaan yang dilakukan menghasilkan
nilai tambabh riil, baik berupa peningkatan kapasitas infrastruktur, layanan publik yang lebih baik, maupun penguatan aktivitas

ekonomi daerah.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sukuk Negara telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan strategis yang mendukung agenda pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.

2. Didukung oleh payung hukum melalui Undang-Undang SBSN, tata kelola yang transparan, serta pengawasan
kesesuaian syariah oleh DSN-MUI, Sukuk Negara mampu mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan
kerangka pembangunan nasional dan Sustainable Development Goals (SDGs).

3. Implementasi Project Based Sukuk dan Green Sukuk terbukti berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan
infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan terus mengoptimalkan peran Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan.

2. Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana sukuk agar
kepercayaan investor semakin meningkat.

3. Penguatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat perlu ditingkatkan guna memperluas basis investor dan
mendorong partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan.

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif atau menambahkan variabel

lain guna mengukur dampak Sukuk Negara terhadap pembangunan berkelanjutan secara lebih mendalam.
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